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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 Bab ini membahas tentang teori yang mendasari penelitian ini. Pembahasan 

ini akan menjadi acuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam 

mengenai penyelesaian permasalahan yang ada serta membahas kajian-kajian 

terkait dari penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini.  

2.1 Ketahanan Pangan  

Ketahanan pangan merupakan hal yang penting dan strategis, karena 

berdasarkan beberapa negara menunjukan bahwa tidak ada satu negara pun yang 

dapat melaksanakan pembangunan secara mantap sebelum mampu mewujudkan 

ketahanan pangan terlebih dahulu. Setiap negara membutuhkan pangan untuk 

masyarakatnya bisa bertahan hidup, dalam memenuhi kebutuhannya. Undang-

undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamankan bahwa pemerintah 

bersama masyarakat mewujudkan ketahanan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Karena Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang banyak dan 

tingkat pertumbuhannya yang tinggi, maka upaya untuk mewujudkan ketahanan 

pangan merupakan tantangan yang harus mendapatkan prioritas untuk 

kesejahteraan bangsa. Karena harus ada lembaga yang mengatur ketersediaan, 

stabilitas dan pola konsumsinya. Indonesia merupakan salah satu negara yang 

memperhatikan pangan dari masyarakatnya, melalui Perpres No 66 Tahun 2021 

pemerintah membentuk Badan Pangan Nasional. Dalam hal ini, kita perlu 

mengetahui arti, aspek, tujuan dan faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan. 

 

 

 



	

	

14 

2.2 Arti Ketahanan Pangan   

 Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi semua orang 

dan negara setiap saat tercermin dari makanan bergizi, aman, bermutu, beragam, 

bergizi, terjangkau dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya 

masyarakat. Arti Ketahanan Pangan menurut para ahli sebagai berikut :  

United Nations’ Committee on World Foods Security Komite PBB tentang 

Ketahanan Pangan Dunia, Ketahanan pangan adalah semua orang setiap saat 

memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi ke pangan yang cukup, aman, dan bergizi 

yang memenuhi preferensi pangan dan kebutuhan pangan mereka. 

Menurut Undang- Undang Nomer 18 Tahun 2012 Ketahanan Pangan adalah 

kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang 

tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, 

aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan 

agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan 

produktif secara berkelanjutan.  

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2015, Ketahanan Pangan dan 

Gizi adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan Pangan dan Gizi bagi negara sampai 

dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik 

jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan gizi, merata dan 

terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya 

masyarakat, untuk mewujudkan status gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif, 

dan produktif secara  berkelanjutan.   
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2.3 Aspek Ketahanan Pangan   

 Pemenuhan pangan dan gizi masyarakat dapat ditentukan dari sistem. 

Sistem Ketahanan Pangan dibagi menjadi 3 aspek yang terdiri dari : Ketersediaan 

Pangan, Pangan bergizi, Pangan yang cukup dengan kualitas baik yang tersedia 

bagi masyarakat untuk dikonsumsi. Ketersedian dapat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yaitu : 

• Produksi : banyaknya jumlah dan jenis makanan yang tersedia untuk 

masyarakat. 

• Distribusi : bagaimana makanan tersedia (dipindahkan secara fisik) dalam 

bentuk apa, kapan dan kepada siapa. 

• Pertukaran : berapa banyak makanan yang tersedia san diperoleh melalui 

mekanisme pertukaran seperti barter, perdagangan, perdagangan atau 

pinjaman.  

2.4 Keterjangkauan Pangan  

Keterjangkauan pangan adalah kemampuan masyarakat dalam mengakses 

pangan, baik dari sisi akses terhadap   ekonomi maupun akses fisik. Keterjangkauan 

pangan dari sisi ekonomi dipengaruhi antara lain oleh tingkat pendapatan atau daya 

beli, stabilitas harga pangan, maupun tingkat kemiskinan. 

2.5 Keamanan Pangan   

Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk 

mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang 

dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak 

bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman 
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untuk dikonsumsi (UU No 18 Tahun 2012). Makanan dikatakan aman baik 

kuantitas dan kualitas yang dikonsumsi secara langsung akan menentukan status 

gizi, namun penyerapan gizi dalam tubuh dipengaruhi oleh kondisi fisik seseorang. 

Untuk dapat hidup secara sehat, aktif dan produktif, maka diperlukan asupan 

pangan dan gizi yang sesuai dengan kebutuhan. Upaya pemenuhan kebutuhan 

pangan dan gizi tersebut dilakukan dengan penerapan pola konsumsi pangan yang 

beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA) yang dimulai dari keluarga.   

2.6 Tujuan Ketahanan Pangan  

Undang-undang nomor 18 tahun 2012 pasal 4 Penyelenggaraan Pangan 

bertujuan untuk:  

  a. Meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri;  

  b. Menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan 

keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat;  

  c. Mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama pangan pokok dengan 

harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;  

  d. Mempermudah atau meningkatkan akses pangan bagi masyarakat, 

terutama masyarakat rawan pangan dan gizi;   

 e. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan di pasar 

dalam negeri dan luar negeri;  

 f. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat   tentang pangan 

yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat;   

 g. Meningkatkan kesejahteraan bagi petani, nelayan, pembudi daya ikan, 

dan pelaku usaha pangan;  
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 h. Melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya Pangan 

nasional. (UU No 18 Tahun 2012). 

2.7 Faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan 

Faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan antara lain :  

• Iklim atau Cuaca Perubahan  

Cuaca dan pemasanan global selama beberapa tahun ini mempengaruhi 

penurunan produksi pertanian terutama komoditi padi. Temperatur yang tinggi dan 

curah hujan yang tidak diandalkan sehingga menjadi sulit bagi petani untuk bertani 

di lahan yang sudah berjuang untuk bertahan hidup.  

• Teknologi Peningkatan 

Teknologi telah meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam budidaya 

pertanian atau proses pengolahan pangan yang lebih sehat dan praktis. Penggunaan 

teknologi dapat digunakan pada saat proses tanam, masa panen hingga pengolahan 

komoditas pangan. Tidak sampai di situ saja teknologi pertanian juga digunakan 

dalam hal sistem penyimpanan hasil produksi pangan yang tepat. Tujuannya adalah 

agar tanaman dan komoditas pangan aman selama proses pendistribusian dan 

digunakan oleh masyarakat. Teknologi dalam rekayasa pangan juga diperlukan 

dalam hal ini untuk mengembangkan varietas unggul dalam pengadaan komoditas 

pangan. 

• Lahan Pertanian Luas  

 lahan pertanian salah satu faktor yang memadai dapat memungkinkan 

produktivitas komoditas pangan tercukupi. Sebaliknya, jika lahan ini semakin 

menurun maka stabilitas pangan juga dapat terganggu. 
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• Sarana dan Prasarana  

 Sarana dan prasarana adalah hal yang mempengaruhi ketahanan pangan. 

Tanpa adanya sarana dan prasarana publik yang baik, proses pendistirbusian 

komoditas pangan tentu akan mengalami hambatan. Misalnya, di sebuah wilayah 

yang sulit diakses akan membuat distribusi terganggu dan jika dibiarkan akan 

menyebabkan krisis pangan. Di sini, akses transportasi memang menjadi hal 

penting agar semua pendistribusian pangan merata ke semua wilayah. Selain sarana 

untuk pendistribusian, sarana ini juga penting untuk meningkatkan produktivitas 

komoditas pertanian. Contohnya saja, mengenai pengadaan pupuk, benih unggul, 

dan sebagainya (Anonim, 2019). 

• Kondisi Ekonomi, Politik, Sosial dan Keamanan  

Ketahanan pangan dapat tercipta apabila aspek penting dalam suatu negara 

terpenuhi. Aspek ini ada empat poin yakni kondisi ekonomi, politik, sosial, dan 

keamanan. Sebab, apabila dari keempat aspek tersebut tidak dapat berjalan dengan 

baik maka dampaknya dapat meluas ke segi lainnya yang merugikan masyarakat 

termasuk ketahanan pangan (Anonim, 2019).   

 Konsep Ketahanan Pangan Rumah Tangga Ketahanan Pangan Rumah 

Tangga sebagaimana hasil rumusan International Congres of Nutrition (ICN) yang 

diselenggarakan di Roma tahun 1992 mendefenisikan bahwa: “Ketahanan pangan 

rumah tangga (household food security) adalah kemampuan rumah tangga untuk 

memenuhi kecukupan pangan anggotanya dari waktu ke waktu agar dapat hidup 

sehat dan mampu melakukan kegiatan seharihari”. Dalam sidang Committee on 

World Food Security 1995 definisi tersebut diperluas dengan menambah 
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persyaratan “Harus diterima oleh budaya setempat (acceptable with given culture)”. 

Hal lain dinyatakan Hasan (1995) bahwa ketahanan pangan sampai pada tingkat 

rumah tangga antara lain tercermin oleh tersedianya pangan yang cukup dan merata 

pada setiap waktu dan terjangkau oleh masyarakat baik fisik maupun ekonomi serta 

tercapainya konsumsi pangan yang beraneka ragam, yang memenuhi syarat-syarat 

gizi yang diterima budaya setempat.  

 Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang 

Pangan dinyatakan bahwa Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan 

bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah 

maupun mutu, aman, merata, dan terjangkau. Hal itu diperkuat dengan 

diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2006 

Tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Secara teoritis, dikenal dua 

bentuk ketidaktahanan pangan (food insecurity) tingkat rumahtangga yaitu pertama, 

ketidaktahanan pangan kronis yaitu terjadi dan berlangsung secara terus menerus 

yang biasa disebabkan oleh rendahnya daya beli dan rendahnya kualitas 

sumberdaya dan sering terjadi di daerah terisolir dan gersang. 

 Menurut Sutrisno (1996) kebijakan peningkatan ketahanan pangan 

memberikan perhatian secara khusus kepada mereka yang memiliki risiko tidak 

mempunyai akses untuk memperoleh pangan yang cukup. Faktor-faktor yang 

diduga mempengaruhi ketahanan pangan rumah tangga tersebut diatas, dapat 

dirinci menjadi 4 faktor. Berdasarkan definisi ketahanan pangan dari FAO (1996) 

dan UU RI No. 7 tahun 1996, yang mengadopsi definisi dari FAO, ada 4 faktor 

yang mempengaruhi ketahanan pangan yaitu: kecukupan ketersediaan pangan, 
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stabilitas ketersediaan pangan, aksesibilitas terhadap pangan serta 

kualitas/keamanan pangan. 

  Modal Sosial Rumah Tangga Miskin World Bank (2000) mendefinisikan 

modal sosial sebagai “….the institutions, relationships, and norms that shape the 

quality and quantity of a society’s social interactions.” Tokoh lain yang 

memperkenalkan modal sosial yaitu Coleman (1988) mendefinisikan modal sosial 

sebagai sebuah kemampuan bekerjasama untuk tujuan bersama baik di dalam 

kelompok ataupun organisasi. Tingkatan keberadaan dari modal sosial menurut 

identifikasi dari Grootaert (1999) dikatakan terdapat tiga tingkat yaitu mikro, meso 

dan makro. Tingkat makro termasuk institusi seperti pemerintah, peraturan hukum, 

kemerdekaan sipil dan politik. Tingkat mikro dan meso modal sosial merujuk pada 

jaringan dan norma dari interaksi antara pemerintah diantara individu, rumah 

tangga dan komunitas.  

2.8 Pengertian Produk Unggulan  

 Produk Unggulan Daerah (PUD) merupakan suatu barang atau jasa yang 

dimiliki dan dikuasai oleh suatu daerah, yang mempunyai nilai ekonomis dan daya 

saing tinggi serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, yang diproduksi 

berdasarkan pertimbangan kelayakan teknis (bahan baku dan pasar), talenta 

masyarakat dan kelembagaan (penguasaan teknologi, kemampuan sumberdaya 

manusia, dukungan infrastruktur, dan kondisi sosial budaya setempat) yang 

berkembang di lokasi tertentu. Pengembangan ekonomi lokal merupakan proses 

membangun dialog dan kemitraan aksi para pihak yang meliputi pemerintah daerah, 

para pengusaha, dan organisasi-organisasi masyarakat lokal. Pilar-pilar pokok 
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strateginya adalah meningkatkan daya tarik, daya tahan, dan daya saing ekonomi 

lokal.  

 Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan pertumbuhan yang tinggi dan 

pembangunan berkelanjutan yang bermanfaat bagi semua pihak di daerah dalam 

rangka meningkatkan kesempatan kerja baru, peningkatan dan pengurangan 

kemiskinan secara signifikan. Dalam rangka upaya pembangunan ekonomi daerah, 

inventarisasi potensi wilayah/masyarakat/daerah mutlak diperlukan agar dapat 

ditetapkan kebijakan pola pengebangan baik secara sektoral maupun secara 

multisektoral. Salah satu langkah inventarisasi/identifikasi potensi ekonomi daerah 

adalah dengan mengidentifikasi produk-produk potensial, andalan dan unggulan 

daerah pada tiap-tiap sub sektor.  

 Produk unggulan daerah menggambarkan kemampuan daerah 

menghasilkan produk, menciptakan nilai, memanfaatkan sumberdaya secara nyata, 

memberi kesempatan kerja, mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun 

pemerintah, memiliki prospek untuk meningkatkan produktivitas dan investasinya. 

Sebuah produk dikatakan unggul jika memiliki daya saing sehingga mampu untuk 

menangkal produk pesaing di pasar domestic dan/atau menembus pasar ekspor 

(Sudarsono, 2001). Kriteria produk unggul menurut Unkris Satya Wacana Salatiga, 

adalah komoditi yang memenuhi persyaratan kecukupan sumberdaya lokal, 

keterkaitan komoditas, posisi bersaing dan potensi bersaing. Dari kriteria ini 

memunculkan pengelompokkan komoditas berikut:  

 1. Komoditas potensial adalah komoditas daerah yang memiliki potensi 

untuk berkembang karena keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif terjadi 
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misalnya karena kecukupan ketersediaan sumberdaya, seperti bahan baku lokal, 

keterampilan sumberdaya lokal, teknologi produksi lokal serta sarana dan prasarana 

lokal lainnya.  

 2. Komoditas andalan adalah komoditas potensial yang dipandang dapat 

dipersandingkan dengan produk sejenis di daerah lain, karena disamping memiliki 

keunggulan komparatif juga memiliki efisiensi usaha yang tinggi. Efisiensi usaha 

itu tercermin dari efisiensi produksi, produktivitas pekerja, profitabilitas dan lain-

lain.  

3. Komoditas unggulan adalah komoditas yang memiliki keunggulan 

kompetitif, karena telah memenangkan persaingan dengan produk sejenis di daerah 

lain. Keunggulan kompetitif demikian dapat terjadi karena efisiensi produksinya 

yang tinggi akibat posisi tawarnya yang tinggi baik terhadap pemasok, pembeli, 

serta daya saingnya yang tinggi terhadap pesaing, pendatang baru maupun barang 

substitusi.  

 Produk Unggulan Daerah yang selanjutnya disingkat PUD Menurut 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 merupakan produk, baik 

berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh koperasi, usaha skala kecil dan 

menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua 

sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya 

manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat 

maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan 

masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual, 

dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global. Sedangkan yang 
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disebut pengembangan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah 

daerah dan masyarakat dalam mengembangkan produk unggulan daerah melalui 

perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, pengawasan, pengendalian, dan 

evaluasi kegiatan.  

 Perencanaan pengembangan PUD jangka menengah daerah dapat dilakukan 

antara lain dengan model; Inkubator, Klaster, One Village One Product/Ovop, dan 

Kompetensi inti. Model pengembangan PUD jangka menengah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara lain melalui: 1. Peningkatan kualitas 

daya tarik PUD; 2. Peningkatan kualitas infrastruktur; 3. Peningkatan promosi dan 

investasi PUD; 4. Peningkatan kerjasama; 5. Peningkatan peran serta masyarakat; 

dan 6. Peningkatan perlindungan terhadap PUD. Mengacu urgensi identifikasi 

produk-produk unggulan di daerah terkait penerapan otonomi daerah dan 

relevansinya dengan penyerapan basis ekonomi lokal untuk bisa memacu PAD 

serta penyerapan tenaga kerja maka kajian tentang produk unggulan menjadi kian 

menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Selain itu, pengembangan produk unggulan 

daerah juga relevan dengan tuntutan era global karena saat ini nilai keunggulan 

komparatif sudah tak lagi relevan sebab yang terpenting justru komitmen memacu 

keunggulan kompetitif.  

 Terkait hal ini, keunggulan kompetitif pada dasarnya bisa diciptakan 

sehingga tidak ada alasan bagi semua pihak untuk tidak menciptakan keunggulan 

kompetitif dari setiap peluang yang ada. Persaingan era global sangat ditentukan 

keunggulan yang dimiliki atau keunggulan produk. Bahkan, ini bisa disebut dengan 

keunggulan kompetitif. Di sisi lain, potensi keunggulan komparatif sudah tidak 
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menjamin secara kontinu atas persaingan global. Dalam konteks pengembangan 

keunggulan ini, pemerintah daerah harus mulai mengembangkan konsep produk 

unggulan. Proses ini dilakukan dengan mengidentifikasi produk unggulannya 

terutama yang berasal dari sektor informal dan usaha kecil menengah dengan 

asumsi sifatnya yang padat karya sebagai proses pengembangan sumber daya lokal 

dan juga optimalisasi atas potensi ekonomi daerah (Asmara, 2004).  

 Sebagai suatu strategi pembangunan, terutama terkait otonomi daerah, 

pengembangan produk unggulan dinilai mempunyai kelebihan karena dianggap 

bahwa suatu daerah yang menerapkan ini relatif lebih mandiri dalam 

pengembangan ekonomi. Pengembangan produk unggulan dan pengembangan 

UKM dapat merupakan strategi yang efektif dalam pengembangan ekonomi daerah. 

Esensi atas penciptaan produk-produk unggulan di daerah menjadi sangat penting 

terlebih lagi di daerah tertinggal atau mempunyai ketimpangan 16 ekonomi 

terhadap daerah lain, termasuk juga daerah perbatasan (Asmara, 2004). Era 

otonomi daerah yang dititikberatkan pada pembangunan Kabupaten dan Kota 

membawa konsekuensi dan tantangan cukup berat bagi pengelola administratif 

pemerintahan, baik pada tahap implementasi maupun pada tahap pengendalian 

program program pembangunan.  

 Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat diatasi 

jika daerah memiliki kemampuan dalam menggalang berbagai potensi yang 

dimilikinya yang didukung oleh kemampuan aparat (SDM) dan kelembagaan, 

untuk menambah perbesaran sumber-sumber penerimaan daerah (Darmawansyah, 

2003). Peranan produk unggulan sangat krusial karena merupakan produk yang 
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mampu memberi kontribusi terbesar terhadap perolehan penerimaan daerah, 

terutama jika dilihat kontribusinya terhadap PAD-PDRB. Hal ini terlihat dari 

besarnya peranan produk unggulan terhadap total perekonomian (Darmawansyah, 

2003). Dari rujukan diatas dan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah maka 

produk unggulan perlu mendapatkan perhatian khusus dan menjadi prioritas untuk 

dikembangkan melalui maksimisasi hasil hasilnya. Meski demikian potensi yang 

ada di Kabupaten Bantul belum dimanfaatkan optimal dan masih banyak produk 

unggulan yang belum teridentifikasi sehingga output yang ada belum diolah secara 

optimal sehingga produktivitas produk unggulan sebenarnya masih dapat lebih 

ditingkatkan. 

2.8.1 Konsep Pembangunan Ekonomi Daerah dan Pendekatan 

Produk/Komoditas Unggulan Daerah  

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan unsur penting dan utama 

dalam menciptakan daerah yang mandiri yang dicitacitakan melalui kebijakan 

desentralisasi. Pembangunan ekonomi daerah dapat diartikan sebagai suatu proses 

dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola suberdaya yang ada dan 

membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta 

untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan 

kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu pemerintah daerah 

beserta partisipasi masyarakat dengan menggunakan sumberdaya yang ada harus 

mampu menaksir potensi sumber-sumberdaya yang diperlukan untuk merancang 

dan membangun perekonomian daerahnya.  
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 Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan 

terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah 

yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, 

sumberdaya alam, sumberdaya finansial dan bahkan sumberdaya kelembagaan. 

Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif yang berasal dari 

daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja 

baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi. Menurut Sudarsono (2001), 

dinamika keunggulan daerah di masa mendatang ditandai dengan mempu tidaknya 

daerah dalam meraih peluang menghadapi kompetisi pasar bebas baik di tingkat 

regional maupun global. Beberapa langkah dan strategi yang perlu dilakukan agar 

daerah mampu berkompetisi antara lain: 

 1. Birokrasi pemerintah perlu melakukan reorientasi peran dan 

tanggungjawabnya yakni hanya bersifat mengarah dan membina bukan 

menentukan (steering than rowing). Sehingga peran dan tanggungjawab 

pemerintah daerah hanya berkisar pada bidang-bidang dimana sektor swasta atau 

pihak ketiga lainnya tidak memungkinkan untuk melakukan tugas tersebut, 

misalnya dalam situasi terjadinya kegagalan pasar.  

 2. Birokrasi Pemda harus dapat berkiprah secara efektif dan efisien dalam 

memberikan pelayanan prima untuk meraih investasi dalam dan luar negeri. 

 3. Membentuk system dan jaringan kerja dengan lembaga/asosiasi bisnis 

dan atase perdagangan luar negeri, khususnya dalam mendukung pemasaran 

produks ekspor.  
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 4. Mengembangkan lembaga R&D (research and development) terhadap 

jenis produksi unggulan untuk menjamin kualitas produk, kestabilan harga, 

kebutuhan pasar dan jaminan kontinuitas ketersediaannya.  

 5. Memfasilitasi lembaga keuangan agar bersedia memberikan modal usaha 

bagi industri skala kecil dan menengah pada berbagai sektor unggulan daerah, 

sehingga mereka dapat menjamin dan mempertahankan keberlangsungan 

usahanya. 

  6. Berperan mentransportasikan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan di 

berbagai sektor unggulan produk daerah, agar proses produksi dapat mencapai 

efektifitas, efisiensi, dan ekonomis.  

 7. Mendorong agar para produsen mengembangkan jenisjenis produk 

unggulan yang bersifat komplementer baik intern maupun antar region, memiliki 

nilai tambah dan menghasilkan manfaat ganda baik secara backwardlinkage dan 

forward linkage terhadap berbagai sektor, dengan demikian dapat memperkuat 

posisi daerah dari pengaruh fluktuasi ekonomi. 

 8. Memposisikan birokrasi pemerintah daerah cukup berperan sebagai 

katalisator, stimulator, dan regulator agar mekanisme pasar dapat bekerja secara 

sehat. 

  9. Memprioritaskan program pembangunan infrastuktur yang dibutuhkan 

dalam rangka kemudahan aksebilitas usaha di bidang industri meliputi sarana 

transprtasi, komunikasi, energi, lokasi industri, sarana dan prasarana pelayanan 

umum yang baik serta situasi lingkungan yang sehat dan aman. 

 

 

 



	

	

28 

2.8.2 Otonomi Daerah dan Produk Unggulan  

 Identifikasi atas produk-produk unggulan daerah terkait implementasi era 

otonomi daerah bukan tanpa masalah. Hal ini terutama mengacu pada harapan 

pemberdayaan masyarakat di daerah dan juga optimalisasi sumber-sumber daya 

yang ada, baik SDA atau SDM di daerah. Oleh karena itu, salah satu ancaman atas 

penumbuh kembangan produk-produk unggulan daerah yaitu terjadinya eksplorasi 

dan eksploitasi sumber daya.  

 Kegiatan itu senantiasa bertujuan untuk meningkatkan PAD sebagai sarana 

menuju kesejahteraan masyarakat. Keadaan ini akan mengakibatkan terjadinya 

eksploitasi kekayaan sumber daya dan ekosistemnya, sehingga pada gilirannya 

akan memacu keadaan lingkungan menjadi berbahaya bagi kehidupan. Di sisi lain, 

ancaman ini adalah konsekuensi riil dibalik penumbuh kembangan produk-produk 

unggulan yang tentu harus diminimalisasi kejadiannya. Terjadinya penurunan 

kualitas sumber daya merupakan suatu indikasi adanya ketidakseimbangan antara 

kebutuhan manusia dengan ketersediaan sumber daya alam (Hasan, 2002).  

 Ada berbagai masalah yang akan terjadi pada sumber daya alam dan 

ekosistemnya, jika dalam penjabaran dan pelaksanaan era otonomi daerah termasuk 

penumbuhkembangan produk-produk unggulan tersebut tak ditangani secara hati-

hati. Masalah yang akan muncul itu akan berupa degradasi sumber daya alam dan 

ekosistemnya. Sebagai contoh adanya degradasi sumber daya kelautan, sumber 

daya sungai dan alirannya, sumber daya hutan, serta adanya berbagai dampak 

pencemaran akibat aktivitas pembangunan ekonomi antar daerah, dan lain-lain.  
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 Oleh sebab itu, sumber daya yang semula mampu menjadi sumber utama 

peningkatan pendapatan daerah melalui komitmen penumbuhkembangan produk 

unggulan, jika pemanfaatannya pada jangka panjang tidak disertai dukungan 

kebijakan yang mengarah kepada upaya perbaikan dan memperhatikan pelestarian 

sumber daya alam, maka hal tersebut justru menjadi sumber konflik antar 

pemerintah daerah di masa yang akan datang (Hasan, 2002). Ini juga bisa 

mengancam terjadinya pemusnahan budaya lokal yang terkait dengan aspek sumber 

daya masyarakat lokal di daerah. 

 Merujuk ancaman kekhawatiran itu, bahwa pasca implementasi otonomi 

daerah terlihat gejala makin cepatnya degradasi sumber daya alam hayati dan 

ekosistemnya. Di berbagai daerah telah terjadi perusakan hutan, baik itu hutan 

lindung, hutan peyangga, hutan tanaman industri, dan juga kawasan konservasi. 

Rusaknya hutan, berarti telah terjadi kerusakan-kepunahan keanekaragaman hayati, 

baik itu tumbuhan maupun satwa. Juga berbagai macam perusakan baik di laut, 

daerah aliran sungai, pertambangan, tanah, udara dan air. Kasus tersebut telah 

terjadi secara merata di berbagai wilayah di Indonesia dengan akibat yang akan 

dirasakan semua lapisan masyarakat.  

 Oleh karena itu, wajarlah jika muncul tuntutan etika bisnis terkait 

penumbuhkembangan produk-produk unggulan agar terjadi keseimbangan. 

Menyikapi fenomena degradasi sumber daya bersamaan dengan aspek tuntutan 

penumbuhkembangan produkproduk unggulan terkait pelaksanaan otonomi daerah 

kini, maka diperlukan kesadaran kolektif pada semua lapisan masyarakat, baik 
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penyelenggara pemerintahan, pelaku ekonomi dan masyarakat pada umumnya 

untuk mendukung era otonomi daerah.  

 Adanya kepentingan terhadap keseimbangan sumber daya dan ekosistem 

terkait pada implementasi otonomi daerah dan penumbuhkembangan produk-

produk unggulan daerah bahwa kini potret kebebasan pemanfaatan sumber daya 

alam cenderung mengarah pada perusakan dan degradasi sumber daya alam itu 

sendiri. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan otonomi daerah memang dituntut 

untuk menggali potensi agar dapat menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri, 

tetapi bukan berarti bahwa kebebasan menggali potensi ini adalah merusak sumber 

daya yang ada.  

2.9 Strategi 

Menurut pendapat Hutapea (2017) Strategi merupakan respon secara terus 

menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman external serta kekuatan 

dan kelemahan internal yang membuat dampak dalam perkembangan sebuah 

organisasi. Kemudian Hunger (2012) memberikan pendapat yang sama mengenai 

strategi yang dimana menurutnya strategi merupakan tempat sekumpulan dari 

keputusan manajerial dan merupakan aksi pengambilan keputusan jangka panjang 

di suatu perusahaan. Hal tersebut meliputi analisis lingkungan external dan internal, 

formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi dan control.  

 Sementara itu Menurut Nisak (2013) yang menyatakan bahwa “strategi 

merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus 

menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan 

oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi selalu dimulai dari 
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apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Terjadinya 

kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan 

kompetensi inti (core competencies) Perusahaan perlu mencari kompetensi inti 

didalam bisnis yang dilakukan.  

 Namun pilar utama strategi ketahanan pangan berada di tangan petani 

sendiri krisis tidak hanya akan mempengaruhi konsumsi rumah tangga mereka 

tetapi juga kemampuan mereka untuk menanam dan memanen tanaman Indonesia 

hampir sepenuhnya bergantung pada produksi makanan pokok dalam negeri 

termasuk beras, jagung dan singkong dengan adanya larangan ekspor beras di 

Vietnam dan India, pemerintah Indonesia harus memastikan petani skala kecil tidak 

melewatkan musim tanam tahun ini. Hal ini sangat penting mengingat banyak 

petani yang mungkin menghadapi kesulitan mendapatkan input untuk menanam 

baik karena kekurangan atau kehilangan remitansi dari anggota keluarga maupun 

hilangnya upah dari pekerjaan di luar musim tanam.  

 Ketersediaan bahan pangan pokok pada kondisi pandemi memegang 

peranan penting mengingat pangan merupakan kebutuhan dasar penduduk. Hal ini 

perlu menjadi perhatian mengingat pandemi covid-19 berpengaruh pada krisis 

pangan jika tidak dikelola dengan baik. Di satu sisi pandemi covid-19 menolong 

pendorong penerapan pembatasan social. Di sisi lain kebutuhan pangan 

diperkirakan dikonsumsi dalam kuantitas yang sama meskipun aktivitas 

masyarakat lebih terbatas. 

 

 

 

 


